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ABSTRAK 
 
RORO AYU BUJARANI GUSTYANINGRUM (B111 10 383), dengan judul 
skripsi “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi 
Seksual Anak (Studi Kasus Di Kota Batam Tahun 2011-2013)” di 
bawah bimbingan Bapak H. M. Said Karim sebagai Pembimbing I dan Ibu 
Hj. Nur Azisa sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 
menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual anak di Kota Batam, upaya-
upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi 
eksploitasi seksual anak, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan 
apa yang dihadapi dalam menanggulangi eksploitasi seksual anak di Kota 
Batam. 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan viktimologis dan bersifat 
analisis deskriptif dan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder 
yang mendukung terhadap permasalahan yang diteliti. 
Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai 
macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi seksual anak 
di Kota Batam, upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian, serta 
berbagai macam hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan 
eksplotasi seksual anak dari sisi viktimologi. Berdasarkan hasil penelitian 
membuktikan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi 
seksual anak di Kota Batam, adalah: (1) Faktor Individual. (2) Faktor 
Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Gaya Hidup. (3) Faktor Keluarga dan 
Lingkungan. Adapun upaya yang dilakukan pihak kepolisian, yaitu dengan 
melakukan pencegahan dan pemberantasan. Seperti mengadakan 
penyuluhan ke sekolah dan bekerja sama dengan Dinas Sosial melakukan 
razia dan pendataan rutin untuk mencegah bertambahnya korban baru. 
Sedangkan kendala yang dihadapi, adalah: (1) Seringnya terjadi 
penyelesaian diluar antara pihak korban dengan pelaku. (2) Sulitnya 
menangkap cukong atau bos besar yang kebanyakan menetap di luar 
negeri. (3) Korban yang tidak terbuka, menutup-nutupi, tentang kejadian 
yang sebenarnya kepada penyidik sehingga menyulitkan dalam proses 
pemeriksaan. 
 vi 
ABSTRACT 
 
RORO AYU BUJARANI GUSTYANINGRUM (B111 10 383), with the 
thesis title "Overview Viktimologis Against Crime Sexual Exploitation of 
Children (Case Study in Batam Year 2011-2013)" under the guidance of 
HM Said Karim as Supervisor I and Hj. Nur Azisa as Supervisor II. 
 
This study aims to determine what factors caused the sexual 
exploitation of children in Batam, what efforts were made by the police in 
tackling child sexual exploitation, and to know what obstacles faced in 
tackling the sexual exploitation of children in Batam. 
This research was conducted with viktimologis approach and is 
descriptive and qualitative analysis of the primary data and secondary 
data that supports the problems studied. 
Discussion This study aims to uncover the various factors behind the 
occurrence of sexual exploitation of children in Batam, the response by the 
police, as well as a wide range of obstacles in the fight against sexual 
exploitation of children in terms of victimology. Based on the research 
results prove that the causes of the crime of sexual exploitation of children 
in Batam, is: (1) Individual factor. (2) Factors Low Levels of Education and 
Lifestyle. (3) Family and Environmental Factors. The efforts made by the 
police, namely the prevention and eradication. Such as providing 
extension to the school and work closely with the Social Service 
conducted a raid and routine data collection to prevent further new victims. 
While the obstacles encountered, are: (1) Frequent settlement between 
the parties outside the victim with the perpetrator. (2) The difficulty of 
capturing large bosses or bosses who mostly settled abroad. (3) The 
victim is not open, cover-up, about the actual incident told investigators 
that complicate the inspection process. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang Masalah 
Kekerasan terhadap perempuan bukan gejala baru tetapi 
berkesinambungan sepanjang sejarah. Di Indonesia, akar kekerasan bisa 
ditelusuri dalam perjalanan sejarah (budaya) bangsa sejak masa lalu. 
Misalnya, zaman kerajaan-kerajaan Jawa, bahwa pada masa itu 
perdagangan perempuan merupakan pelengkap dari sistem pemerintahan 
feodal (sekitar tahun 1755), tidak terbatas di Jawa saja. 
Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan 
komersialisasi industri seks seperti yang kita kenal dalam masyarakat 
modern saat ini; tetapi apa yang dilakukan masa itu telah membentuk 
landasan bagi perkembangan industri seks yang ada sekarang ini. 
Demikian pula perkembangan pada masa Belanda dan jepang keadaan 
perempuan tidak pernah membaik. Terutama karena banyak keluarga 
pribumi yang menjual anak perempuannya untuk mendapat imbalan 
materi.1 
Pengeksploitasian anak merupakan salah satu masalah terbesar 
yang banyak terjadi di Indonesia, seperti pengemis, pengamen, dan 
pekerja seks. Khususnya tindak pidana perdagangan perempuan dan 
anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktik perdagangan anak 
                                                         
1
 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), PT. 
Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 6-7. 
 2 
yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi.2 Jumlah korban 
eksploitasi seksual anak di Indonesia setiap tahun kini telah memasuki 
tingkat yang merisaukan. 
Korban eksploitasi seksual anak terjadi di hampir dua pertiga wilayah 
Indonesia. Dari Sumatera hingga Irian Jaya, dari Sulawesi Utara hingga 
kepulauan Nusa Tenggara.  Mereka dapat ditemui mulai dari lokalisasi 
resmi hingga di hotel berbintang, taman, plaza, cafe/diskotik, jalanan 
tempat ABG (Anak Baru Gede) berkumpul, baik di kota besar maupun 
kota kecil.3 
Perdagangan budak mungkin sudah tidak terjadi lagi sekarang, pasal 
itu penting dari sudut sejarah hukum belaka. Akan tetapi perdagangan 
perempuan masih bisa terjadi, di mana para calo-calo keliling desa-desa 
mencari perempuan muda, dengan mengiming-iming atau menjanjikan 
akan dipekerjakan di kota-kota besar atau dikirim ke luar negeri, yang 
pada akhirnya dia jatuh ke dalam lembah pelacuran atau menjadi 
perempuan penghibur.4 Di Pulau Batam dan Lombok, misalnya, fakta 
menunjukkan bahwa telah ditemukan ratusan anak-anak di bawah usia 16 
tahun dipekerjakan di tempat-tempat prostitusi. 
Pelacuran di Indonesia merupakan sesuatu yang diatur dan tersedia 
dalam suatu lokasi tertentu yang diberi kewenangan untuk 
menyelenggarakan praktek tersebut (lokalisasi), dimana keterlibatan anak 
                                                         
2
 Chairul Bariah Mozasa, Aturan-Aturan Hukum Trafficking, Universitas Sumatera Utara 
Pers, Medan, 2005, Hlm. 2. 
3
 Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial, diakses dari 
http://www.majalahversi.com/artikel/anak-korban-eksploitasi-seksual-komersial, pada 
tanggal 7 Oktober 2013 pukul 12.08. 
4
 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2007, Hlm. 119. 
 3 
dibawah umur yang belum menikah merupakan suatu pelanggaran. 
Kemiskinan memang masalah dominan yang terjadi di Indonesia yang 
juga merupakan faktor utama terjadinya eksploitasi seksual anak. Selain 
faktor kemiskinan, faktor pengangguran, putus sekolah, dan terbatasnya 
lapangan kerja juga merupakan masalah yang belum terselesaikan. 
Praktek-praktek dibalik eksploitasi seksual anak antara lain 
pemerkosaan, penculikan, perampokan, pernikahan semu/kontrak, adopsi 
ilegal, imigrasi illegal, tenaga kerja paksa, pemerasan, dan pengantin 
pesanan. Meskipun fenomena ini menimpa jutaan anak perempuan dan 
laki-laki dari berbagai latar belakang, namun anak perempuanlah yang 
mayoritas menjadi korban. Perdagangan anak untuk tujuan seksual atau 
pelacuran merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan 
salah satu bentuk terburuk eksploitasi anak karena sifatnya yang 
eksploitatif, baik dalam proses penarikan anak-anak ke dalam dunia 
pelacuran dan dalam pekerjaanya serta berdampak terhadap 
perkembangan fisik, mental dan moral anak, karena anak yang di 
eksploitasi rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, seksual, termasuk 
rentan terhadap penyakit menular seksual, penggunaan obat-obat 
terlarang, serta minuman beralkohol. 
Oleh beberapa negara, Indonesia dianggap menjadi sumber dan 
negara tujuan untuk perdagangan manusia, khususnya anak. Hal ini 
termasuk pula dalam negara sebagai tujuan wisata seks. Sejumlah resor 
wisata juga menjadi tujuan utama bagi perdagangan anak, sehingga 
menjadi terkenal sebagai pariwisata seks. Catatan ECPAT, lokasi di 
 4 
Indonesia yang terkenal sebagai lokasi pariwisata seks adalah Bali, 
Batam, bagian utara pulau Bintan, dan Lombok. Setiap tahunnya, ada 
sekitar 3.000 wisatawan asal Singapura dan Malaysia yang datang ke 
Batam untuk melakukan pariwisata seks. Yang paling disayangkan 
adalah, para pekerja seks di Batam ini 30 persennya (5.000-6.000) 
merupakan remaja perempuan berusia sekitar usia 18 tahun.5 Media 
massa melaporkan penjualan perempuan ke luar negeri, seperti ke 
Jepang dan Hong Kong, atau di dalam negeri, khususnya di Batam. 
Kebanyakan, perempuan itu dijebak oleh sebuah sindikat dengan modus 
operandi beragam. 
Mengenai perdagangan anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak 
(Komnas PA) menyodorkan data yang cukup mencengangkan. Ketua 
Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait menyebut angka 40 ribu hingga 
70 ribu anak setiap tahunnya diperdagangkan untuk tujuan seks 
komersial. Mereka diperdagangkan dengan tujuan dalam negeri seperti 
Riau, Medan, Bali, dan NTB. Selain itu, sejumlah negara seperti Taiwan, 
Thailand, Filipina, Hong Kong, dan Malaysia juga menjadi tujuan.6  
Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual jumlahnya tidak 
sedikit, meskipun yang diungkap oleh media hanya sedikit. Maka tidak 
salah jika dikatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi 
                                                         
5
 70.000 Anak Indonesia Terjebak Eksploitasi Seks, diakses dari 
http://www.female.kompas.com/read/2011/10/18/18461637/70.000.Anak.Indonesia.Terj
ebak. Eksploitasi.Seks, pada tanggal 7 Oktober 2013 pukul 12.15. 
6
 Gunakan DNA Untuk Perangi Child Trafficking, diakses dari 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4caacb9e94493/gunakan-dna-untuk-perangi-
child-trafficking, pada tanggal 6 November 2013 pukul 15.53. 
 5 
seksual seperti fenomena gunung es; hanya sedikit yang muncul di 
permukaan, sementara bagian terbesar tidak terlihat atau terdeteksi. 
Dibanyak negara di dunia (termasuk Indonesia), kejahatan mengenai 
perempuan dan anak-anak rendah rankingnya dalam pengutamaan, 
adalah kewajiban dari setiap agen penegak hukum untuk menyingkap 
(expose) kejahatan demikian, untuk sedapat mungkin memperlakukan 
korban dengan cara yang cermat, peka dan profesional.7 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berharap dapat 
memberikan gambaran lebih jelas mengenai tindak pidana eksploitasi 
seksual anak dibawah umur, sehingga dapat tercapai suatu hasil yang 
objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Karena itu penulis 
melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul: 
“Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi 
Seksual Anak (Studi Kasus di Kota Batam Tahun 2011-2013)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang dapat diajukan dalam menyikapi 
masalah eksploitasi seksual anak dibawah umur adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peranan korban dalam tindak pidana ekploitasi 
seksual anak di Kota Batam? 
2. Upaya apakah yang dilakukan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi tindak pidana ekploitasi seksual anak di Kota 
Batam? 
                                                         
7
 Mien Rukmini,  Op.cit, Hlm. 10. 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui peranan korban dalam tindak pidana 
ekploitasi seksual anak di Kota Batam. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian 
dalam menanggulangi tindak pidana ekploitasi seksual anak di 
Kota Batam. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat 
yang berupa: 
1. Manfaat Secara Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat 
memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu 
pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya 
tentang hal yang berhubungan dengan tindak pidana 
eksploitasi seksual anak dibawah umur yang banyak terjadi 
sekarang ini. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut 
untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan 
sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia. 
2. Manfaat Secara Praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 
tentang kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak 
dibawah umur yang terjadi sekarang ini dan upaya pencegahan 
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bagaimana kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak 
dapat dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan 
baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam 
menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam 
memberantas tindak pidana eksploitsai seksual anak dibawah 
umur. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Viktimologi Dan Korban 
1. Pengertian Viktimologi 
Apabila berbicara mengenai korban kejahatan, maka pandangan kita 
tidak dapat terlepas dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui 
berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab 
terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya 
mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban 
kejahatan. 
Viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan 
logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi 
yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-
akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai 
suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan 
ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu 
permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.8 
Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim = 
korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi 
antara korban dan sistem peradilan - yaitu, polisi, pengadilan, dan 
hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta didalamnya juga 
menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya 
                                                         
8
 Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, 2010, Hlm. 43. 
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dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. 
Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu 
tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat 
terhadap korban kejahatan. Proses dimana seseorang menjadi korban 
kejahatan disebut dengan "viktimisasi".9 
Dengan diperolehnya pemahaman yang luas tentang korban 
kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan upaya 
penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada 
menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. 
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang 
tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami 
berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase: 
Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja (penal or special viktimology), fase kedua, viktimologi tidak 
hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban 
kecelakaan (general viktimology), fase ketiga, viktimologi sudah 
berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena 
panyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (new 
viktimology). 
Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi bagaimana 
seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity 
yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula 
                                                         
9
 Viktimologi, diakses dari http://www.id.wikipedia.org/wiki/viktimologi, pada tanggal 6 
November 2013 pukul 15.40. 
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korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan.10 
2. Pengertian Korban 
Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum 
dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang 
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.11 
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, 
mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social, yang diakibatkan tindak 
pidana perdagangan orang.12 
Pengertian korban secara luas tidak hanya diartikan sebagai korban 
yang menderita secara langsung, tetapi korban yang menderita secara 
tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat 
diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud dengan korban secara 
tidak langsung seperti istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak, 
orang tua kehilangan anak, dan lain-lain. 
Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu:13 
1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap 
menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si 
pelaku. 
                                                         
10
 Rena Yulia, Op.cit, Hlm. 45. 
11
 Ibid, Hlm. 49. 
12
 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fokus Media, Bandung, 
2007, Hlm. 3. 
13
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, 
Bandung, 2012, Hlm. 2 
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2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu 
perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan 
kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil 
dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada 
si pelaku dan korban. 
3. Mereka yang secara biologis dan sosial berpotensi menjadi 
korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, 
orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah 
orang-orang yang mudah menjadi korban. 
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan 
sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian, 
zinah. 
Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, 
yaitu:14 
1. Nonparticipating victims adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut 
berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. 
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran 
tertentu. 
3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan. 
                                                         
14
 Rena Yulia, Op.cit, Hlm. 53. 
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4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban. 
5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri. 
Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan 
sebagai berikut:15 
1. Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau 
perorangan (bukan kelompok). 
2. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya 
badan hukum. 
3. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
4. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, 
misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu 
produksi. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan 
kata strafbaar feit dalam bahasa Belanda, dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana tidak dijelaskan apa sebenarnya strafbaar feit itu sendiri. 
Biasanya tindak pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari 
bahasa Latin yakni delictum dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Arti 
delik dalam Kamus Besar bahasa Indonesia sebagai berikut: delik adalah 
                                                         
15
 Ibid, Hlm. 54. 
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perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. 
Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang 
dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang 
telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.16 
Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar 
larangan tersebut.17 
Sebenarnya pemakaian istilah yang berbeda-beda ini tidak 
menimbulkan permasalahan, yang terpenting diketahui apa yang menjadi 
pengertiannya. Namun pada umumnya istilah yang digunakan sekarang 
ini adalah “Tindak Pidana”. 
Tindak pidana itu sendiri dapat diartikan berupa suatu perbuatan 
yang melanggar hukum, yang pelakunya sendiri dapat dikenakan hukum 
pidana. 
Istilah tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan 
gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang 
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 Ismu Gunadi Widodo, Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana 
(Jilid 1), Medio Januari, Surabaya, 2011, Hlm. 40. 
17
 Ibid, Ismu Gunadi Widodo, Hlm. 42. 
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untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah 
melakukan tindak pidana. 
Setelah melihat berbagai definisi diatas, maka disimpulkan bahwa 
tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 
diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain 
perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya 
dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat 
sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).18 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, terlebih dahulu dirumuskan 
dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi untuk menentukan 
beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan 
tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang 
tidak dilarang. 
Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka 
dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur objektif 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan 
di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur 
ini terdiri dari: 
- Perbuatan manusia itu sendiri. 
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 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 50. 
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- Akibat dari perbuatan itu. 
- Kemudian adanya unsur tertentu yang menyertai 
perbuatan tersebut. 
b. Unsur subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di 
dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Unsur ini terdiri dari: 
- Orang yang mampu bertanggung jawab. 
- Adanya kesalahan pada perbuatan itu baik itu Dolus 
maupun Culpa. 
 
C. Eksploitasi Seksual Anak 
1. Pengertian Anak 
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak 
merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang, dialah yang turut 
berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup 
bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal 
yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari 
generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut 
remaja dan dewasa.19 
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak 
menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. 
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 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm. 1. 
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Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai anak atau United Nation Convention on 
Right of the Child. 
Menurut Nicholas Mc. Bala dalam bukunya juvenile justice system 
mengatakan:20 
Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan 
kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga 
masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk 
membahayakan orang lain. 
 
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Pasal 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak Pasal 1 ayat (1), anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal 
telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam arti, tidak sedang 
terkait dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Jika 
sedang terkait perkawinan dan perkawinannya putus karena perceraian, 
anak tetap dianggap dewasa walaupun umurnya belum genap 18 
(delapan belas) tahun. 
Dalam hukum Islam juga memberikan pengertian tentang anak. 
Menurut Islam batasan itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak 
ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki maupun 
anak perempuan. Anak dikatakan belum baliq atau belum berakal dimana 
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 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT. Refika Aditama, 2009, Hlm. 32-36. 
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mereka dianggap belum cakap untuk bertindak. Seseorang dikatakan 
baliq atau dewasa jika telah memenuhi sifat dibawah ini: 
a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun. 
b. Telah keluar air mani bagi laki-laki. 
c. Telah datang bulan (haid/mestruasi) bagi perempuan. 
Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai 
anak juga dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana di berbagai 
Negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang 
dikategorikan sebagai anak, seperti:21 
a. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur 
antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menetukan 
batas umur antara 8-17 tahun, ada pula Negara bagian lain 
yang menentukan batas umur antara 12-16 tahun. 
b. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. 
c. Di Australia, kebanyakan Negara bagian menentukan batas 
umur antara 8-16 tahun. 
d. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-16 tahun. 
e. Di Srilanka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun. 
f. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun. 
g. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 
tahun. 
h. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun. 
i. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun. 
j. Di Negara-negara ASEAN, antara lain: Filipina (antara 7-16 
tahun); Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 
tahun). 
 
2. Pengertian Eksploitasi 
Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban 
yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan 
paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, 
pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara 
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 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2011, Hlm. 12. 
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melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang 
oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun 
immateriil.22 
Ekploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh 
seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan 
keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan 
pelacuran dan pencabulan.23 
Eksploitasi berkaitan dengan kegiatan yang bersifat perbudakan, 
pekerjaan dengan paksaan atau kekerasan, dan kerja paksa, sedangkan 
eksploitasi seksual berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela 
maupun dipaksa. 
Dengan demikian, pengertian eksploitasi seksual adalah mereka 
yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi 
objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, 
penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau 
karena korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang 
lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari 
kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara 
seksual.24 
Perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai prostitusi anak adalah 
menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan anak untuk 
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 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Op.cit, Hlm. 4. 
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 Ibid. 
24
 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
2010, Hlm. 24. 
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tujuan prostitusi. Lantas, pornografi anak mencakup memproduksi, 
distribusi, menyebarluaskan, impor, ekspor, menawarkan, menjual atau 
memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak.25 Biasanya anak-anak 
dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang 
bahkan janji untuk disekolahkan. 
Perlakuan yang diterima korban kekerasan non-fisik:26 
a. Mulai dari proses rekrut sudah ditipu, diancam dan ditakut-
takuti hingga korban dipaksa menurut. 
b. Dipaksa menandatangani surat perjanjian bahwa dia datang ke 
tempat itu atas keinginan sendiri. 
c. Dipaksa menandatangani surat perjanjian bahwa ketika datang 
ke tempat itu dia sudah tidak perawan lagi. 
d. Dipaksa menandatangani surat perjanjian bahwa ia mengakui 
segala biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dari tempat 
asal ke tempat itu dan biaya makan di lokasi dianggap hutang 
dan dibayar dari upah yang diperoleh dari tamu. 
e. Dipaksa mengganti nama, mengelabui bila ada keluarga atau 
aparat penegak hukum yang datang mencari korban serta 
KTP/identitas diri lainnya ditahan orang yang membawa. 
f. Dimarahi dengan kata-kata kasar dan jorok bila tidak menurut 
perintah mami/papi. 
g. Di beberapa lokalisasi/hotel/karaoke uang dari tamu tidak 
diterima langsung dari korban tetapi diterima mami/papi. 
Korban hanya memperoleh kupon. 
h. Papi/mami sesuka hati menetapkan harga makan, sewa kamar 
dan berbagai pembayaran hingga korban terus dilillit hutang 
dan terikat untuk melunasi hutang-hutang tersebut. 
i. Pura-pura diperiksakan ke dokter (palsu?), biasanya si dokter 
menyatakan korban tidak perawan. Ini adalah upaya mami/papi 
menipu korban hingga uang yang diterima korban murah 
sementara dari tamu mahal dan dikatakan korban masih 
perawan. 
j. Perhiasan atau uang yang dimiliki korban diambil secara paksa 
oleh orang yang membawa dengan alasan dititipkan untuk 
keamanan. 
k. Dipaksa mandi kembang tujuh warna atau makan telur hingga 
korban lupa pada keluarga dan tidak mau pergi dari lokasi. 
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l. Dipaksa membuat surat kepada keluarga bahwa ia telah 
bekerja dan tidak usah dicari karena akan pulang dalam jangka 
waktu tertentu seperti satu tahun. 
m. Adanya kerja sama antar mami untuk merotasi korban dari satu 
lokasi ke lokasi lain, baik dalam satu daerah atau antar daerah. 
 
D. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Beberapa 
Peraturan Perundang-undangan 
1. Undang-Undang Perlindungan Anak 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, 
dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi serta bertujuan 
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Beberapa pasal yang mengatur eksploitasi seksual anak dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
sebagai berikut: 
Pasal 13 
(1) Setiap anak selama  dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
a. Diskriminasi; 
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. Penelantaran; 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. Ketidakadilan; dan 
f. Perlakuan salah lainnya. 
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan 
segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. 
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Pasal 59 
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, 
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi 
secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak 
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, 
penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik 
dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran. 
 
Pasal 66 
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat. 
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui: 
a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan 
perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual; 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 
c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, 
serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan 
masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap 
anak secara ekonomi dan/atau seksual. 
(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi 
terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
Pasal 69 
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan 
fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: 
a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak 
kekerasan; dan 
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 
(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
Pasal 78 
Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam 
situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 
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terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, 
atau anak korban kekerasan sebagimana dimaksud dalam Pasal 59, 
padahal anak tersebut memerlukan pertolongandan harus dibantu, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 
Pasal 88 
Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak 
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 
 
2. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa  setiap 
warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala 
bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam Undang-
Undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana 
eksploitasi seksual anak. 
Pasal yang mengatur eksploitasi seksual anak dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga adalah: 
Pasal 8 
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 
meliputi: 
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 
yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 
komersial dan/atau tujuan tertentu. 
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3. Undang-Undang Perdagangan Orang 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur secara khusus tentang 
eksploitasi seksual anak sejak disahkan pada tanggal 20 Maret 2007. 
Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai anak yang menjadi korban 
perdagangan orang. Hal ini sangat disayangkan mengingat dalam hal ini 
anak adalah korban yang sangat rentan terhadap kejahatan ini sehingga 
sudah semestinya diberikan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. 
Beberapa pasal yang mengatur eksploitasi seksual anak dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, 
sebagai berikut: 
Pasal 2 
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di 
wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidanan 
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 
 
Pasal 5 
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud 
untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
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Pasal 6 
Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke 
luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut 
tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
 
 
4. Eksploitasi Seksual Anak Dalam KUHP 
Dalam KUHP hanya satu pasal yang berkaitan dengan perdagangan 
anak untuk tujuan seksual. 
Pasal 297 
Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum 
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 
 
Pasal ini mengkriminalisasi perdagangan anak namun tidak 
mendefinisikan secara jelas perbuatan/tindakan apa yang merupakan 
perdagangan. 
Pasal 281 
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 
1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka 
umum; 
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan 
orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri. 
 
Pasal 287 
(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan 
istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 
bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau 
umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur 
wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah 
satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294. 
 
Pasal 290 
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, 
padahal dia tahu bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 
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2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, 
padahal dia tahu atau sepatutnya harus diduganya, bahwa 
umur orang itu belum lima belas tahun atau kalau umurnya 
tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk 
dikawinkan; 
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa umur orang itu belum lima 
belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan 
belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar 
perkawinan dengan orang lain. 
 
Pasal 293 
(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau 
barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan 
keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk orang 
yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, 
padahal dia tahu atau selayaknya harus diduganya bahwa 
orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun. 
(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang 
terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. 
(3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini 
lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. 
 
E. Teori Tentang Peranan Korban 
Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak 
pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung 
ataupun tidak langsung.  
Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan 
yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan 
kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata 
menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus 
pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu 
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terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul 
tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.27  
Dapat ditegaskan bahwa jika kita hendak mengamati masalah 
kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi 
(secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan 
peranan korban (victim) dalam timbulnya suatu kejahatan. Dalam 
kenyataan, tidak mudah membedakan setiap peranan yang dimainkan 
korban, karena korban sebagai partisipan utama dalam memainkan 
berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. 
Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak, 
secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, 
bertanggungjawab atau tidak, secara pasif atau aktif, dengan motivasi 
positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada 
saat kejadian tersebut berlangsung.28 
Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula 
mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat 
sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak 
ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya korban bersikap dan 
bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan 
kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap 
dan tingkah laku pihak korban, sehingga menimbulkan kebencian, 
kemuakan dan tindakan yang merugikan pihak korban. Dapat pula karena 
pihak korban berada di daerah rawan atau bertugas di bidang keamanan. 
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 Rena Yulia, Op.cit, Hlm. 75. 
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Pihak korban memungkinkan, memudahkan dirinya untuk menjadi 
sasaran perbuatan jahat.29 
Kebanyakan korban yang berada dalam golongan lemah mental, 
fisik, sosial ekonomi, yang tidak dapat atau tidak berani melakukan 
perlawanan sebagai pembalasan sering dimanfaatkan sesuka hati oleh 
pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari korban. 
Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban 
dibedakan menjadi lima macam, yaitu:30 
1. Yang sama sekali tidak bersalah; 
2. Yang menjadi korban karena kesalahannya; 
3. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku; 
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dlam hal ini 
pelaku dibebaskan). 
 
Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan 
kejahatan adalah:31 
1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi. 
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban 
untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. 
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan 
kerjasama antara si pelaku dan si korban. 
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila 
tidak ada provokasi dari si korban. 
 
Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal 
sebagai berikut:32 
1. Apa yang dilakukan pihak korban; 
2. Bilamana dilakukan sesuatu; 
3. Di mana hal tersebut dilakukan. 
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 Ibid, Hlm. 77. 
30
 Ibid, Hlm. 80. 
31
 Ibid, Hlm. 81. 
32
 Ibid. 
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F. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Perempuan Dan Anak 
Sebagaimana yang kita ketahui, manusia sebagai makhluk sosial 
tentu memiliki hubungan erat ataupun keterkaitan dalam kehidupannya. 
Dalam kehidupan masyarakat ada kalanya terjadi suatu benturan satu 
sama lainnya dan juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap 
norma hukum yang biasa dikenal dengan kejahatan. 
Masalah perdagangan anak terus mengalami peningkatan terutama 
untuk tujuan eksploitasi seksual. Anak-anak dijadikan komoditas dan 
objek seks orang dewasa sehingga banyak anak yang kehilangan masa 
depannya. Seiring dengan maraknya kasus perdagangan anak untuk 
tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangan tidak cukup 
hanya dengan memberi sanksi bagi pelaku, tetapi kita juga harus 
mengatahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak 
untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. 
1. Faktor Intern 
a. Faktor individual 
Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik 
tingkah laku yang berbeda satu sama lain, kepribadian ini bisa 
dilihat dari tingkah laku seseorang dalam pergaulannya dalam 
masyarakat. 
Meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi 
atau pelacuran ini, cenderung anak tidak menggunakan 
nalarnya dalam mengambil keputusan, mereka lebih 
menggunaakan emosinya. Selain kurang menggunakan akal 
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pikirannya, adanya keinginan anak atau perempuan 
memperoleh uang yang cukup besar sehingga mereka kurang 
hati-hati menerima pekerjaan yang pada akhirnya membawa 
mereka dalam kehancuran masa depan. 
Dengan demikian faktor ketidakmampuan menggunakan 
akal pikir (nalar) dan adanya hasrat atau keinginan untuk 
memperoleh uang yang banyak sehingga terpengaruh dengan 
janji-janji yang ditawarkan, yang merupakan salah satu faktor 
pendorong perempuan dan anak dengan mudah menjadi 
korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.33 
b. Faktor ekonomi 
Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan 
yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan 
dan anak yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan 
pekerjaan yang tidak memadai. 
Selain kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan 
antar negara juga menjadi penyebab, karena mereka 
mempunyai harapan yang lebih besar dan sejahtera jika 
bermigrasi ke Negara lain. Negara-negara yang tercatat 
sebagai penerima para korban perdagangan dari Indonesia 
relatif lebih kaya dari Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, 
Hongkong, Taiwan, dan Arab Saudi. 
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 Maidin Gultom, Op.cit, Hlm. 42. 
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Namun kemiskinan bukan satu-satunya faktor seseorang 
menjadi korban perdagangan orang. Gaya hidup yang 
materialisme dan konsumtif juga merupakan faktor pendukung. 
Gaya hidup elit dengan budaya konsumtif sudah menjadi 
bagian dari kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di 
perkotaan. Gadis belia cenderung memaksakan diri menempuh 
jalur cepat menuju kemewahan hidup walaupun tidak memiliki 
perkerjaan. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku 
perdagangan orang untuk mendapatkan korban untuk 
diperdagangkan. 
Materialis merupakan stereotip yang selalu ditujukan 
kepada mereka yang memiliki sifat menjadikan materi sebagai 
orientasi atau tujuan hidup. Untuk mendapatkan materi sering 
menghalalkan segala cara, termasuk mendapatkannya melalui 
cara pertukaran nilai jasa dan/atau dirinya.34 
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara dan 
Jawa Barat, terkenal sebagai daerah pengirim besar untuk 
perdagangan orang, memiliki median pendapatan jauh di atas 
rata-rata nasional, masing-masing sebesar Rp95.500,00 dan 
Rp90.300,00 per minggu. Data ini menunjukkan bahwa 
kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang membuat orang 
rentan terhadap perdagangan orang.35 
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 Ibid, Hlm. 54. 
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c. Faktor keluarga 
Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam 
menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan 
anak. Pembinaan terhadap anak harus dilakukan sebaik mungkin 
dalam keluarga. Hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak 
harmonis membuat anak melarikan diri dari orang tua dan mencari 
pelampiasan pada teman-temannya. 
Kepatuhan pada orang tua juga merupakan hal yang sangat 
penting untuk dicermati. Adanya ketidakpatuhan terhadap orang tua 
membuat anak ini tidak lagi memerhatikan nasihat ataupun 
bimbingan dari orang tuanya, sehingga anak itu bertindak dan 
berperilaku hanya berdasarkan emosionalnya semata.36 Kejahatan 
perdagangan ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, 
melainkan adanya hubungan dengan berbagai perkembangan 
kehidupan sosial, ekonomi, hukum, serta teknologi. 
Bahwa salah satu penyebab anak menjadi korban perdagangan 
untuk tujuan prostitusi adalah sangat berpengaruh pada keadaan 
lingkungan anak itu berada, anak sebagai korban perdagangan ini 
tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga berasal 
dari keluarga kaya raya.37 
d. Faktor pendidikan 
Kurangnya pendidikan, baik pendidikan formal maupun 
pendidikan informal, merupakan salah satu faktor terjadinya 
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 Ibid, Hlm. 45. 
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perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Kurangnya 
pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor 
penyebab meningkatnya perdagangan anak. 
2. Faktor Ekstern 
a. Faktor ekologis 
Letak Indonesia sangat strategis sebagai Negara asal maupun 
transit karena memiliki banyak akses memasuki bandara dan 
pelabuhan kapal laut yang letaknya berbatasan dengan Negara lain. 
Dengan bekal kemampuan dan informasi yang terbatas, banyak 
masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik 
laki-laiki maupun perempuan bahkan anak-anak yang berasal dari 
keluarga miskin yang memaksakan diri ke luar negeri untuk bekerja. 
Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit 
bagi perdagangan, baik domestik maupun internasional dan sebagai 
salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia. 
Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks. Juga 
ditemukan sejumlah kasus perdagangan anak untuk dijadikan 
pekerja anak, yaitu sebagai pengemis, penjual makanan dan 
minuman di kios-kios, dan lain-lain. Banyak dari buruh migran ini 
yang semula dikirim sebagai pembantu rumah tangga, penghibur, 
pelayan/pegawai rumah makan, buruh pabrik, dan buruh 
perkebunan. Tetapi ternyata diperdagangkan untuk melakukan kerja 
seks dan menjadi kerja paksa di luar negeri.38 
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 Farhana, Op.cit, Hlm. 55. 
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b. Faktor ketidakadaan kesetaraan gender 
Nilai budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki 
dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak 
setara. Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang 
merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain:39 
1. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan 
dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih 
rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan 
berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi 
seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. 
2. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding 
dengan laki-laki. 
3. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa 
yang sebenarnya terjadi di era globalisasi. 
4. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil 
keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding 
dengan laki-laki. 
Kesenjangan gender dalam masyarakat cukup tinggi. 
Berdasarkan banyaknya penelitian perempuan yang menjadi korban 
karena dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan muda yang 
dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dan pandangan bahwa 
laki-laki masih melihat perempuan sebagai objek pemenuhan nafsu 
                                                         
39
 Ibid, Hlm. 61. 
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seksual semakin menempatkan perempuan kedalam posisi yang 
rentan terhadap eksploitasi seksual. 
Dalam keluarga anak perempuan sering kali menjadi beban 
ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. 
Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak 
memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat 
kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi 
perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah 
bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-
anak. Dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup 
mandiri, sehingga memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu 
cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup. Kedua, 
pernikahan dini sering kali mengakibatkan ketidaksiapan anak 
menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak 
mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan 
masuknya dalam dunia eksploitasi seksual. Ketiga, adanya 
ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat 
perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan 
orang. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan 
biasanya respon atau sikap masyarakat umumnya tidak berpihak 
pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong 
perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial.40 
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 Ibid. 
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Dengan adanya kampanye bahaya HIV/AIDS dimaksudkan 
agar setiap orang menghindari dari seks tidak aman, ternyata 
berdampak pada perempuan, yang mana laki-laki lebih mencari 
anak-anak, sehingga anak-anak korban eksploitasi seksual karena 
dianggap relatif bersih dan lebih kecil resiko terinfeksi penyakit 
tersebut.41 
c. Faktor lemahya penegakan hukum 
Pemerintah dan masyarakat umumnya masih banyak yang 
menganggap persoalan perdagangan anak, terutama untuk 
prostitusi, merupakan persoalan biasa, bukan merupakan suatu 
bentuk kejahatan terhadap manusia. 
Selain lemahnya pemahaman pemerintah dan masyarakat 
mengenai perdagangan anak, perangkat hukum di Indonesia juga 
masih lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah 
perempuan dan anak karena pengaturan yang tidak spesifik 
mengatur tentang perdagangan anak. 
Di samping beberapa faktor di atas, faktor lain yang 
mempengaruhi terjadinya perdagangan anak adalah perkawinan usia 
muda. 
Salah satu faktor pendorong yang membuat anak perempuan 
berhenti sekolah adanya kepercayaan bahwa anak perempuan 
sebaiknya menikah pada usia muda. Undang-undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan, memperbolehkan anak perempuan untuk 
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 Ibid. 
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menikah pada usia 16 (enam belas) tahun atau lebih muda dari itu 
asalkan diizinkan oleh orang tua dan disahkan oleh kantor catatan 
sipil.42 
Dari uraian faktor-faktor tersebut di atas dapat dilihat bahwa 
untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan terhadap anak 
maka harus dilihat faktor-faktor yang mendukung ataupun relevan 
dengan kejahatan terhadap anak, yang dalam hal ini berupa 
perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran yang 
disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa yang menjadi korban 
perdagangan itu adalah anak-anak mereka sendiri. 
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 Maidin Gultom, Op.cit, Hlm. 47. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian merupakan suatu cara dalam mempelajari 
masalah, menganalisis, menyelidiki atau meneliti suatu bidang ilmu 
pengetahuan yang dijalankan dengan tujuan memperoleh fakta dengan 
maksud bahwa informasi yang telah dikumpulkan akan relevan dengan 
masalah yang diselidiki dalam hal ini adalah Tinjauan Viktimologis 
Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Kasus Di Kota 
Batam Tahun 2011-2013). 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penelitian dilakukan di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan 
Umum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih lokasi tersebut dengan 
pertimbangan bahwa perpustakaan tersebut mempunyai referensi atau 
literatur yang dibutuhkan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini. Selain di 
perpustakaan, Penulis juga melakukan penelitian literatur melalui koleksi 
buku-buku yang dimiliki oleh beberapa kerabat Penulis dan melalui 
pencarian di internet. 
Sedangkan untuk penelitian lapangan, Penulis melakukan penelitian 
di Polda Kep. Riau, Polrestabes Barelang, dan KPPAD Provinsi Kep. Riau 
untuk mendapatkan data tentang seberapa banyak korban eksploitasi 
seksual anak tahun 2011-2013. Penelitian lapangan yang lain penulis 
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lakukan dengan mengadakan wawancara terhadap korban eksploitasi 
seksual anak. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi atas 
2, yakni sebagai berikut: 
1. Data primer, yakni data yang diperoleh melalui proses 
wawancara langsung terhadap korban dan pihak yang terlibat 
secara langsung dalam proses penyidikan perkara tersebut. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari berbagai 
literatur, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada 
sekarang ini. 
Adapun sumber data yang digunakan penulis adalah dengan 
melakukan wawancara langsung dengan korban dan pihak yang terlibat 
secara langsung dalam proses penyidikan perkara dan melalui berbagai 
literatur, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang 
ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data penulis melakukan metode sebagai 
berikut: 
1. Studi kepustakaan (library research) 
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 
mempelajari data dan informasi yang bersumber dari literatur, 
hasil kajian ataupun media elektronik yang ada sekarang ini. 
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2. Studi lapangan (field research) 
Studi lapangan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 
dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan 
korban dan pihak yang terlibat dalam proses penyidikan 
perkara tersebut. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis. Data yang dianalisis 
secara kualitatif  akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara 
sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, 
selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara 
deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar 
hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang 
dimaksud. 
 40 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
Kota Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau dan termasuk 
kota dengan populasi terbesar ketiga di wilayah Sumatera setelah Medan 
dan Palembang. Batam merupakan sebuah kota dengan letak yang 
sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini 
juga mempunyai jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia 
yang berada di sebelah utara Kota Batam. 
Pulau Batam sendiri memiliki luas 415 km2, tetapi Otorita Batam 
telah memperluasnya dengan membangun jembatan yang 
menghubungkan dengan Pulau Rempang dan Galang, sehingga kini luas 
Batam menjadi 715 km2.43 
Didukung dengan pembangunan yang pesat serta pariwisata yang 
menjadikan Batam salah satu kota yang menjadi pilihan destinasi liburan. 
Fasilitas hotel dan resort berstandar internasional, pantai, serta aneka 
kegiatan wisata diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan 
wisatawan domestik dan mancanegara. Banyaknya hotel dan resort 
menjadi daya tarik tersendiri bagi turis-turis Malaysia dan Singapura untuk 
sekedar berakhir pekan di Batam. Bahkan orang di Singapura terkadang 
datang ke Batam hanya untuk makan siang, lalu kembali lagi ke 
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 Kota Batam, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam, pada tanggal 3 
Februari 2014 pukul 13.15. 
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negaranya. Banyak pula yang datang berakhir pekan pada jumat sore lalu 
minggu malam kembali ke negaranya. 
Tidak sedikit pula pria paruh baya dari Negara tetangga datang ke 
Batam untuk melakukan wisata seks. Sangat disayangkan ketika segala 
kenyamanan yang ditawarkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab. 
Batam merupakan daerah perkotaan sekaligus  daerah perdagangan 
yang menawarkan berbagai gaya hidup dengan tingkat matrealistis yang 
tinggi. Seperti yang terjadi pada Anita (17 tahun) yang tergiur oleh iming-
iming gaji besar yang ditawarkan oleh seorang teman (Anton) yang 
dikenalnya melalui salah satu akun jejaring sosial Facebook. Dia dijanjikan 
kerja di salon dengan gaji Rp 3.000.000 – Rp 7.000.000 per minggu. 
Karena tergiur mendapatkan uang banyak dan cepat untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-harinya, dia akhirnya menyetujui untuk dibawa ke Johor, 
Malaysia. Namun, sesampainya disana ternyata dia dipekerjakan di 
tempat massage & spa berkedok plus-plus. Setiap 1 kali pijat dia 
mendapatkan upah sebesar 60RM atau sekitar Rp 180.000. Awalnya dia 
tidak mengatakan bagaimana teknik memijatnya, penyidik lah yang 
menjelaskan kalau dia memijat harus melepas seluruh pakaiannya 
(telanjang). Selama bekerja disana, dia kerap mendapatkan perlakuan 
buruk dan pelecehan seksual dari pelanggan. Batas jam kerja juga telah 
melanggar aturan yang semestinya, dia bekerja mulai jam 08.00 pagi 
hingga jam 02.00 dini hari. 
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Pengertian eksploitasi bisa berbeda pengertian antara jaksa dan 
kepolisian. Untuk kasus Anita menurut pihak kepolisian masuk ke dalam 
kategori eksploitasi karena Anita masuk kategori anak, karena 
memisahkan anak dari orang tuanya sudah termasuk ke dalam 
eksploitasi. Dan dia bekerja, seharusnya anak umur seumuran Anita tidak 
diperbolehkan untuk bekerja. 
Dan si korban (anak) ini juga memanfaatkan, dalam artian dia masih 
dibawah pengampuan, belum bisa memutuskan sendiri. Dia harus butuh 
orang dewasa yang mendampingi. Tetapi oleh orang dewasa ini dia 
dimanfaatkan kelemahannya yang tidak bisa berfikir panjang dan ingin 
mendapatkan uang yang cepat, jadi diiming-imingi dengan gaji yang 
besar. Apalagi Anita (korban) bekerja ditempat yang tidak seharusnya 
seorang anak berada. 
Tabel 1: Data Korban Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Batam, 
Tahun 2011 Sampai Tahun 2013 
 
 
No. 
 
Tahun 
Eksploitasi Seksual 
Pencabulan  Prostitusi  
1. 2011 12 - 
2. 2012 9 - 
3. 2013 29 1 
Jumlah  51 
Sumber: KPPAD Prov. Kep. Riau  
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah korban 
eksploitasi seksual anak mengalami peningkatan dan penurunan, tetapi 
meningkat pesat di tahun 2013 dengan korban pencabulan berjumlah 29 
orang dan prostitusi 1 orang, pada tahun 2012 korban pencabulan 9 orang 
dan tahun 2011 korban pencabulan 12 orang. 
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Pariwisata bukan merupakan penyebab eksploitasi seksual anak di 
kota ini, tetapi para pelaku lah yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang 
ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan perjalanan, hotel, penginapan, 
restoran, penerbangan dan perusahaan-perusahaan transportasi dan 
akomodasi lainnya. Beberapa bisnis yang terlibat, misalnya, hotel yang 
menutup mata terhadap eksploitasi di dalam fasilitasnya atau para agen 
perjalanan yang dengan sengaja mengatur perjalanan seks ke luar negeri. 
Industri pariwisata memainkan peran penting dan berharga yang jika 
organisasi-organisasi pariwisata melakukan tindakan aktif terhadap 
pencegahan hal ini akan mudah untuk mencegah orang-orang yang ingin 
memanfaatkan tempat wisata sebagai ruang eksploitasi terhadap anak. 
 
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi 
Seksual Anak 
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi 
seksual anak, Penulis uraikan sebagai berikut: 
1. Faktor Individual 
Faktor individu atau kemauan diri sendiri merupakan faktor utama 
disamping faktor ekonomi, seperti yang diakui oleh Iptu. Retno Ariani, 
S.H., Kanit PPA Polresta Barelang (wawancara 27 Januari 2014), bahwa 
pada dasarnya karena faktor keinginan sendiri, karena ketidaktahuan 
juga, tergiur oleh iming-iming gaji yang besar.  Mereka banyak yang ingin 
kerja di luar negeri karena ingin dapat duit yang banyak dan cepat. 
Kebanyakan kasusnya ditipu kerja di salon atau jadi pelayan restaurant 
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tapi ternyata ada plus-plusnya, ketika sudah terjebak disana mereka 
sudah tidak bisa pulang lagi. 
Hal ini didukung oleh ketidakmampuan anak menggunakan nalar 
(akal) dan cenderung menggunakan emosi dalam mengambil keputusan. 
Adanya keinginan untuk memperoleh uang banyak dengan cara yang 
cepat membuat mereka terpengaruh janji-janji yang ditawarkan dan 
dengan mudahnya menjadi korban eksploitasi seksual. 
 
Tabel 2: Data Korban Eksploitasi Seksual Anak Menurut Jenis 
Kelamin, Tahun 2011 Sampai Tahun 2013 
 
 
No. 
 
Tahun 
Jenis Kelamin 
Perempuan  Laki-Laki 
1. 2011 8 1 
2. 2012 11 1 
3. 2013 29 1 
Jumlah  51 
Sumber: KPPAD Prov. Kep. Riau 
 
Korban eksploitasi seksual anak tidak hanya perempuan, anak laki-
laki pun bisa menjadi korban. Seperti yang tercantum pada tabel diatas, 
anak laki-laki pun bisa menjadi korban, meskipun anak perempuan lebih 
banyak menjadi korban. 
2. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Gaya Hidup 
Meskipun faktor utama eksploitasi seksual terhadap anak adalah 
faktor ekonomi, namun keberadaan anak didunia prostitusi sebagian juga 
dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan 
didukung dengan usia yang masih muda, anak kurang dibekali dengan 
pengetahuan yang cukup dalam menjalani kehidupan. Diperkuat dari hasil 
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penelitian (wawancara; 30 Januari 2014) Penulis dengan korban 
eksploitasi seksual, Dewi Fortuna (nama samaran; 17 tahun), bahwa dia 
telah putus sekolah sejak kelas 2 SMP karena terpengaruh oleh teman. 
Setelah berhenti sekolah kegiatannya hanya dirumah, keluar malam, dan 
bermain motor dengan teman-temannya. 
Tabel 3: Data Korban Eksploitasi Seksual Anak Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan, Tahun 2011 Sampai Tahun 2013 
 
 
No. 
 
Tahun Tingkat Pendidikan 
SD SMP SMA 
1. 2011 2 2 2 
2. 2012 2 2 4 
3. 2013 3 10 12 
Jumlah 7 14 18 
Sumber: KPPAD Prov. Kep. Riau 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah korban 
eksploitasi seksual anak terus meningkat setiap tahun, terutama pada 
tingkat pendidikan SMA.  
Faktor lain karena gaya hidup anak muda jaman sekarang ini terlalu 
konsumtif, keinginan mempunyai barang ini itu dengan cara yang cepat. 
(wawancara 27 Januari 2014; Retno Ariani). Gaya hidup elit dan konsumtif 
sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan. Beberapa 
gadis belia yang cenderung memaksakan diri untuk hidup mewah dan 
menghalalkan segala cara termasuk menukar nilai jasa dan/atau dirinya. 
Hal ini pun menjadi peluang besar bagi pelaku untuk menjerat korban 
untuk dieksploitasi. 
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3. Faktor Keluarga dan Lingkungan 
Pembinaan terhadap anak harus dilakukan sebaik mungkin dalam 
keluarga. Situasi atau kehidupan dalam keluarga dapat memberikan 
dampak dalam perkembangan seorang anak. Situasi tersebut dapat 
berdampak positif ataupun negatif, salah satu dampak negatif tersebut 
adalah dengan munculnya anak-anak yang dilacurkan. Hubungan antara 
orang tua dengan anak yang tidak harmonis membuat anak melarikan diri 
dari orang tua dan mencari pelampiasan pada teman-temannya. 
Ketidakmampuan keluarga untuk melaksanakan berbagai fungsi keluarga 
terutama fungsi perlindungan yang diikuti dengan fungsi edukasi dan 
sosialisasi, dapat menyebabkan seorang anak masuk ke dalam dunia 
prostitusi. 
Seperti pada hasil wawancara (30 Januari 2014) dengan korban 
yang bernama Dewi Fortuna (nama smaran; 17 tahun), sejak lahir tidak 
mengetahui siapa orang tua kandungnya dan dibesarkan oleh orang tua 
angkat. Akibat pergaulan pula dia berhenti sekolah dan sering keluar 
malam, sampai akhirnya dia dibawa ke Singapura dan menjadi korban 
eksploitasi seksual untuk tujuan prostitusi. Sekitar pertengahan bulan 
puasa tahun 2012, atas keinginan sendiri, dia bertemu dengan Linda alias 
Bunda Cece (penyalur) yang membawanya ke Singapura untuk bekerja 
melayani tamu. Awalnya dia sempat ragu untuk berangkat karena ibunya 
sakit, namun Bunda Cece berhasil meyakinkan. Tanggal 23 Januari 2013 
dia berangkat ke Singapura bersama 5 orang perempuan lainnya, setelah 
tiba dan istirahat makan, pukul 7pm waktu Singapura mereka langsung 
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disuruh bekerja oleh A Guan (bos). Korban termakan iming-iming pelaku 
yang menjanjikan penghasilan sampai Rp 7.000.000 per minggu karena 
memiliki paras yang cantik dan badan yang bagus. Namun yang didapat 
korban setibanya disana adalah utang sebesar 120 KONG. KONG dalam 
istilah pekerja seks komersil yaitu setiap korban yang melayani atau di 
booking oleh 1 (satu) tamu atau “main” (bercinta) maka akan dihitung 1 
KONG. Sebenarnya utang korban hanya 120 KONG tetapi ditambah 
menjadi 143 KONG oleh A Guan karena korban mengambil voucher kartu 
perdana dan pakaian. Selama bekerja korban tidak diberi gaji karena 
belum melunasi utang, kecuali jika dia mendapat tips dari tamu. Setiap 1 
(satu) kali booking, untuk short time (selama 30 menit) dibayar $S 30 dan 
dipotong $S 10 untuk uang makan. Dia bekerja dari pagi mulai jam 9am 
sampai 6.30pm waktu Singapura, dan di malam hari mulai jam 10pm 
sampai 2am waktu Singapura. Selama disana dia sering mendapat 
perlakuan buruk dari A Guan, sering dimarahi dengan kata-kata kasar. 
Korban tidak tahan karena harus bekerja dari pagi hingga malam serta 
sering mengeluh sakit perut dan sakit ketika buang air kecil tetapi tetap 
dipaksa untuk bekerja, dipaksa meminum 2 butir panadol, dan disuntik 
cairan anti-haid. Sebelumnya dia sudah pernah menceritakan kepada 
Bunda Cece tentang sakit yang dia rasakan, tetapi diacuhkan. Karena 
tidak tahan akhirnya korban menelepon ibunya sambil menangis-
menangis dan mengatakan bahwa dia ada di Singapura (karena ibunya 
tidak mengetahui kepergian korban ke Singapura) dan dipekerjakan 
sebagai pekerja seks komersil. 
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Pada kasus di atas, jelas terjadi eksploitasi seksual terhadap anak 
dengan maksud tujuan untuk menguntungkan diri sendiri yang dilakukan 
oleh Bunda Cece, sebab korbannya masih berusia di bawah umur 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan anak: 
Pasal 13 
(3) Setiap anak selama  dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
g. Diskriminasi; 
h. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
i. Penelantaran; 
j. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
k. Ketidakadilan; dan 
l. Perlakuan salah lainnya. 
 
C. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi 
Eksploitasi Seksual Anak 
Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam 
UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi 
kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarkat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”44 
Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi 
eksploitasi seksual terhadap anak, salah satunya adalah melalui 
pencegahan dan pemberantasan. (wawancara 23 Januari 2014; Retno 
Ariani). 
 
                                                         
44
Peran Kepolisian, diakses dari http://hukum.ub.ac.id/wp-
content/uploads/2013/05/Jurnal-Sonny-Arvian-Hadi-Purnomo-0810110058.pdf, pada 
tanggal 3 Februari 2014 pukul 13.00. 
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1. Preventif (Pencegahan dan Penanggulangan) 
Penanggulangan yang dilakukan adalah: 
a. Melakukan pengawasan ketat di daerah lalu lintas 
perdagangan, seperti bandara dan pelabuhan. 
b. Sosialisasi dan penyuluhan ke SMP dan SMA. 
c. Kerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan pendataan 
di lokalisasi dan mengadakan penyuluhan mengenai bahaya 
penyakit AIDS dan alat kontrasepsi. 
2. Represif 
Penanggulangan yang dilakukan adalah: 
a. Melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam menemukan 
pelaku. 
b. Melakukan razia dan penggerebekan bekerja sama dengan 
Dinas Sosial dan LSM terkait di daerah lokalisasi, tempat 
hiburan malam, dan sejumlah hotel di Kota Batam. 
 
D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak 
Pidana Eksploitasi Seksual Anak 
Kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual anak yaitu, kurangnya 
personil aparat kepolisian dalam mengatasi tindak pidana eksploitasi 
seksual anak, serta korban dan masyarakat yang kurang memahami arti 
pentingnya hukum dan berkembangnya jaringan tindak pidana eksploitasi 
seksual anak yang makin kuat dan makin canggih sehingga menyulitkan 
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pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual 
anak. 
Kendala lain yang ditambahkan oleh Kanit PPA Polresta Barelang 
(Retno Ariani) pertama, ketika laporan korban sudah ada, misalnya korban 
mempunyai luka fisik atau trauma itu akan lebih mudah untuk dilanjutkan 
(ke pengadilan), tetapi terkadang diselesaikan di luar. Ujung-ujungnya 
korban tidak mau datang memberi keterangan. Dan terkadang korban 
tidak mau mengatakan sendiri apa yang telah dialami, tidak mau cerita. 
Kedua, kebanyakan untuk kasus ini yang banyak di dapat itu hanya 
perantaranya saja, cukong atau bos besarnya tidak pernah ditangkap 
karena rata-rata bos besarnya berada di luar negeri. 
Ketiga, korban sering menutup-nutupi apa yang telah terjadi kepada 
dirinya sehingga menyulitkan penyidik untuk mengetahui kejadian yang 
sebenarnya. Korban lebih terbuka untuk bercerita kepada orang tuanya, 
mungkin karena ada faktor malu menceritakan kepada orang lain 
sekalipun itu penyidik kepolisian. Makanya para penyidik banyak 
melakukan pendekatan-pendekatan kepada korban sehingga korban bisa 
menceritakan kejadian yang dialami secara gamblang. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah maka Penulis 
memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
Bahwa tindak pidana eksploitasi seksual secara eksplisit tidak di atur 
dalam hukum Indonesia tetapi anak di lindungi dari tindakan eksploitasi 
seksual yang terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 88 Undang-Undang No. 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Peranan korban dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak 
dilatarbelakangi oleh: (1) faktor individual yaitu, atas kemauan korban 
sendiri, karena tergiur oleh iming-iming gaji yang besar. (2) faktor 
rendahnya tingkat pendidikan dan gaya hidup. (3) faktor keluarga dan 
lingkungan. 
Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak 
pidana eksploitasi seksual anak dengan melakukan pencegahan dan 
pemberantasan. Seperti melakukan pengawasan ketat di daerah lalu 
lintas perdagangan, mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, bekerja 
sama dengan Dinas Sosial melakukan pendataan di lokalisasi, serta 
melakukan razia rutin bersama Dinas Sosial dan LSM terkait. 
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B. Saran 
Setelah memberikan kesimpulan disini penulis ingin mengajukan 
saran-saran sebagai berikut: 
Pemerintah dan seluruh masyarakat harus berpartisipasi untuk 
mencegah pelaku (perantara) berkeliaran di Indonesia, khususnya di Kota 
Batam. Dan orang tua harus lebih mengawasi anak-anak dengan siapa 
mereka berhubungan sehingga dapat dicegah terjadi korban-korban 
eksploitasi seksual. 
Perlunya korban dan masyarakat untuk disosialisasikan mengenai 
dampak dan bahayanya tindak pidana eksploitasi seksual khususnya anak 
di bawah umur. 
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